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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

INFO JUDICIAL REVIEW
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak dan
Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi)

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 105/PUU-XX/2022 PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

31 JANUARI 2023

PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, pukul 13.09 WIB, Mahkamah
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut
UU 41/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor
105/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 105/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI.

PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian UU 41/2014 diajukan oleh Teguh Boediyana, Gun
Gun Muhamad Lutfi Nugraha, Irfan Arif, dalam hal ini diwakili oleh Hermawanto,
S.H., M.H., dkk., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Hermawanto & Rekan, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.
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PASAL/AYAT UU 41/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengujikan Kketentuan Pasal 36E
ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang
berketentuan sebagai berikut:

Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014:

“(1) Dalam hal tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional,
dapat dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu
negara atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi
persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dalam hal tertentu dan tata cara
pemasukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.”

Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014

“Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak,
antara lain, akibat bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan
Ternak dan/atau produk Hewan.”

BATU UJI

Bahwa pengujian materiil Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal
36E ayat (1) UU 41/2014 dianggap para Pemohon bertentangan dengan
Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H
ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan Konstitusional para
Pemohon.

PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian materiil Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta
Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 dalam permohonan a quo, Mahkamah
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 36E ayat (1)
dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang dimohonkan
pengujiannya oleh para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan
mempertimbangkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60
ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun
2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK
2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat diajukan kembali.

Pasal 60 UU MK menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam
undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian
kembali.
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:
(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam UU
yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan
jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian
berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Bahwa pengujian norma Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 pernah diajukan
pengujian ke Mahkamah dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum pada tanggal 7 Februari 2017, dengan amar putusan menyatakan Pasal
36E ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat yaitu harus
memenuhi syarat yang ada dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1) perihal "keadaan
mendesak”.

Dalam perkara Nomor 129/PUU-XIII/2015 yang dimohonkan adalah pengujian
Pasal 36C ayat (1), Pasal 36C ayat (3), Pasal 36D ayat (1), dan Pasal 36E ayat (1)
UU 41/2014 terhadap Pembukaan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3), Pasal 24C ayat (1),
Pasal 28A, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian,
meskipun terdapat pasal yang diujikan sama yakni Pasal 36E ayat (1) UU
41/2014, namun permohonan a quo juga menguji Pasal 36E ayat (2) dan
Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014. Selain itu, terdapat dasar pengujian
baru dalam permohonan a quo yang tidak terdapat dalam perkara Nomor
129/PUU-XIII/2015, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, terlepas
terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara formal
permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78
PMK 2/2021, dapat diajukan kembali.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo secara formal dapat
diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalil
permohonan para Pemohon dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal
sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa sesuai dengan esensi Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945,
negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk melalui penyelenggaraan peternakan
dan kesehatan hewan dengan mengamankan dan menjamin pemanfaatan dan
pelestarian hewan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian, serta ketahanan
pangan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh
rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945 [vide Konsiderans Menimbang
huruf a UU 41/2014]. UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk
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mendapatkan Kkesejahteraan hidup serta mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat [vide Pasal 28H ayat (1) UUD 1945].

[3.12.2] Bahwa sudah menjadi tugas negara untuk memastikan kebutuhan
pangan yang sehat bagi masyarakat dapat senantiasa terjaga dan terpenuhi.
Konstitusi khususnya Paragraf Kedua Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa
kemerdekaan Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara yang merdeka,
bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dengan perkataan lain, konstitusi telah
mengamanatkan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat
termasuk memiliki kedaulatan atas ketahanan pangan. Kedaulatan dan
ketahanan pangan tidak hanya penting bagi negara dan rakyat Indonesia, tetapi
juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemandirian negara. Meskipun
demikian, Hal tersebut bukan pula menjadikan Indonesia tidak boleh menjadi
negara pengimpor atas kebutuhan pangannya. Importasi dapat saja dilakukan
secara insidentil guna menunjang stabilitas pangan nasional dan sepanjang tidak
menghilangkan kedaulatan Indonesia atas pangan dan ditujukan semata-mata
untuk memenuhi ketahanan pangan nasional agar kebutuhan rakyat atas pangan
terpenuhi sesuai dengan standar kesehatan pangan dan pelaksanaannya sesuai
dengan prinsip Kehati-hatian. Ketentuan perihal impor pangan telah diatur
dalam Undang-Undang tentang Pangan bahwa impor pangan hanya dapat
dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau
tidak dapat diproduksi di dalam negeri [vide Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU 18/2012)].

[3.12.3] Bahwa Mahkamah memahami dengan terbukanya arus importasi
pangan, in casu produk hewan ternak, maka akan berdampak pada persaingan
harga produk hewan ternak tersebut yang dapat melemahkan posisi pengusaha
ternak lokal dalam menjalankan usahanya. Sementara itu di sisi lain, masyarakat
sebagai konsumen mendapatkan keuntungan dengan tersedianya produk hewan
yang murah dari importasi sebagai imbas persaingan harga produk hewan ternak
tersebut. Apalagi ketika kebutuhan masyarakat atas produk hewan ternak tengah
mengalami peningkatan permintaan (demand) yang signifikan. Oleh karena itu,
diperlukan keseimbangan dan kehati-hatian bagi negara dalam menentukan
kebijakan impor produk hewan ternak agar sejalan dengan falsafah
perekonomian yang diamanatkan UUD 1945 yaitu diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional [vide Pasal 33 ayat (4)
UUD 1945] serta dalam rangka penguatan prinsip berdikari dan sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah sudah seharusnya menetapkan
kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif dan kontra
produktif terhadap keberlanjutan usaha ternak, kesejahteraan peternak, serta
pelaku usaha pangan mikro dan kecil. Importasi produk hewan ternak dilakukan

secara ketat, hati-hati, dan mengedepankan kepentingan peternak/petani di
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seluruh pelosok tanah air dan kepentingan nasional. Aspek standar kesehatan
juga harus diperhatikan oleh seluruh stakeholder dalam penyediaan produk
hewan ternak di masyarakat. Setiap orang yang mengimpor pangan untuk
diperdagangkan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan
[vide Pasal 93 UU 18/2012].

[3.12.4] Bahwa berkenaan dengan perihal syarat pemasukan (importasi) produk
hewan telah diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
129/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa prinsip
kehati hatian dan keamanan maksimal adalah mutlak diterapkan oleh Indonesia
dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, pemasukan produk
hewan ke dalam wilayah NKRI Kkhususnya melalui sistem zona haruslah
dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan
tertentu. Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 telah menentukan mengenai
maksud “keadaan tertentu” tersebut, yaitu keadaan mendesak, antara lain, akibat
bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan ternak dan/atau produk
hewan. Syarat tersebut yang menurut Mahkamah harus diterapkan dalam
memasukkan produk hewan ke dalam wilayah NKRI. Dengan demikian, prinsip
kehati-hatian dan keamanan maksimal merupakan pedoman penting dalam
penyediaan produk hewan ternak di masyarakat.

[3.13] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal di atas,
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon
berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2)
serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, yang menurut para Pemohon
telah mengakibatkan impor daging maupun produk hewan dari negara lain yang
tidak bebas penyakit sehingga merugikan para Pemohon sebagai peternak.

[3.13.1] Bahwa bertalian dengan dalil para Pemohon, setelah memeriksa dan
membaca secara saksama permohonan para Pemohon, menurut Mahkamah,
persoalan pokok yang menjadi alasan permohonan para Pemohon dalam
permohonannya adalah karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal
tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan
(PP 4/2016). Menurut para Pemohon, ketentuan PP 4/2016 telah dijadikan dasar
untuk melakukan importasi daging maupun produk hewan dari negara yang
tidak bebas penyakit secara terus menerus, padahal negara tidak dalam status
darurat bencana dan tidak ada kebutuhan mendesak. Bahkan menurut para
Pemohon, penyalahgunaan PP 4/2016 untuk terus-menerus melakukan impor
produk hewan/daging sapi/kerbau dari negara-negara yang tidak bebas penyakit
menular mengakibatkan terjadinya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di
Indonesia, sehingga merugikan para Pemohon sebagai peternak. Terhadap dalil
para Pemohon demikian, menurut Mahkamabh, hal tersebut merupakan persoalan
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yang berkaitan dengan penerapan norma, in casu pelaksanaan norma dalam UU
41/2014, dan bukan persoalan Kkonstitusionalitas norma. Seandainya pun
terdapat persoalan legalitas dan penerapan PP 4/2016 hal tersebut juga bukan
merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, pokok
dalil para Pemohon berkaitan dengan berlakunya PP 4/2016 sebagai
pelaksanaan Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) UU 41/2014 adalah tidak beralasan
menurut hukum.

[3.13.2] Bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon mengenai pemasukan
(importasi) ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam
suatu negara, Mahkamah pernah pula menjatuhkan putusan yaitu Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015, yang diucapkan dalam sidang
pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 Februari 2017, dengan amar putusan
menyatakan Pasal 36E ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat
yaitu harus memenuhi syarat yang ada dalam Penjelasan Pasal 36E ayat (1)
perihal "keadaan mendesak”, dengan pertimbangan hukum antara lain:

[3.12] ... bilamana jumlah produksi daging dalam negeri tidak memenuhi
kebutuhan nasional secara Kkeseluruhan, maka jalan yang harus
ditempuh adalah melakukan pemasukan (impor) dari negara lain baik
berdasarkan sistem country based (dari negara tertentu) maupun dengan
sistem zona (dari zona tertentu dalam suatu negara). Menurut
Mahkamah, hal ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab negara
dalam memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, khususnya
ketersediaan produk hewan. Secara umum, sosial yang merupakan
kewajiban negara untuk berusaha semaksimal mungkin agar tidak ada
warga negara yang terhalangi aksesnya akan terpenuhinya kebutuhan
hidupnya. Namun demikan, pemenuhan kebutuhan tersebut tidak boleh
mengingkari hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari
segala jenis penyakit menular yang masuk ke wilayah NKRI melalui
kegiatan perdagangan internasional, dalam hal ini impor produk hewan.
Hak Kkonstitusional warga negara untuk hidup sejahtera dalam
lingkungan yang sehat ini dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945
yang menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Oleh karena itu,
untuk menghindari masuknya penyakit mulut dan kuku, setiap impor
produk hewan yang dibutuhkan haruslah memiliki sertifikat bebas dari
penyakit mulut dan kuku (PMK) dari otoritas veteriner negara asal
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan badan kesehatan hewan dunia
dan diakui oleh otoritas veteriner Indonesia.

Di lingkungan internasional, prinsip kehati-hatian dalam impor
tersebut juga terwujud dalam kesepakatan dan ketentuan World Trade
Organization (WTO), yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap
negara anggota WTO berhak untuk melindungi kehidupan dan kesehatan
manusia, hewan dan tumbuhan di wilayah negaranya dengan
menerapkan persyaratan teknis kesehatan hewan dan kesehatan
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tumbuhan sejalan dengan perjanjian SPS (Sanitary and Phytosanitary).
Prinsip yang terkandung dalam SPS adalah harmonisasi (keselarasan),
ekuivalensi (kesetaraan), dan transparansi (keterbukaan).

Prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal mutlak diterapkan
oleh negara dalam melaksanakan pemasukan barang apapun dari luar ke
dalam wilayah NKRI. Oleh karena itu, pemasukan produk hewan ke
dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona haruslah dipandang
sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan-
keadaan tertentu.

Bahwa Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 menyatakan, “Dalam hal
tertentu, dengan tetap memerhatikan kepentingan nasional, dapat
dilakukan pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dari suatu negara
atau zona dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata
cara pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan.” Penjelasan Pasal 36E
ayat (1) UU 41/2014 kemudian menyatakan, “Yang dimaksud dengan
“dalam hal tertentu” adalah keadaan mendesak, antara lain, akibat
bencana, saat masyarakat membutuhkan pasokan Ternak dan/atau
Produk Hewan.” Syarat inilah yang mutlak harus diterapkan dalam
penggunaan sistem zona ketika negara memasukan Produk Hewan ke
dalam wilayah NKRI, sehingga secara a contrario harus dimaknai bahwa
tanpa terpenuhinya syarat tersebut, pemasukan Produk Hewan dari zona
dalam suatu negara atau dengan sistem zona ke dalam wilayah NKRI
adalah inkonstitusional.

[3.13] Menimbang bahwa, walaupun UU 41/2014 telah menganut sistem
zona dengan syarat-syarat yang begitu ketat, namun kKhususnya terhadap
pemasukan Produk Hewan dari zona dalam suatu negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, haruslah dilaksanakan
dengan berlandaskan prinsip kehati-hatian, sehingga Pasal 36E ayat (1)
UU 41/2014 yang merumuskan “zona dalam suatu negara” haruslah
dinyatakan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yaitu
sepanjang sesuai dengan pertimbangan Mahkamah pada paragraf [3.12]
di atas.

[3.13.3] Bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129 /PUU-XIII/2015 di atas, dan oleh
karena isu inkonstitusionalitas terhadap norma pasal yang dimohonkan
pengujian para Pemohon beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar
permohonan para Pemohon secara substansial adalah sama, meskipun dengan
dasar pengujian yang berbeda, namun pada hakikatnya mempunyai esensi yang
sama maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi pertimbangan
hukum pula untuk perkara a quo berkenaan dengan Penjelasan Pasal 36E ayat
(1) UU 41/2014. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo tidak beralasan
menurut hukum.

[3.13.4] Bahwa meskipun demikian, Mahkamah perlu mengingatkan kembali
perihal kedaulatan negara atas ketahanan pangan bagi masyarakat sebagaimana
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uraian pertimbangan hukum Mahkamah pada Paragraf [3.12]. Dalam kaitan ini,
tata kelola dan tata niaga produk ternak perlu dijaga baik kuantitas maupun
kualitasnya. Dari segi kuantitas, pemerintah bersama peternak dan pelaku usaha
peternakan seyogyanya berupaya secara terencana dan terprogram untuk
meningkatkan produk ternak dalam negeri dalam rangka memperkuat
kedaulatan dan ketahanan pangan nasional. Menurut Mahkamabh, aspek kuantitas
produk ternak perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah
untuk memastikan Ketersediaan produk ternak dalam negeri dalam jumlah yang
cukup, juga untuk memberdayakan peternak dalam negeri, dan untuk
menegaskan tentang pentingnya keberpihakan negara/pemerintah kepada
peternak dalam negeri. Keberpihakan negara/pemerintah dimaksud, penting
diupayakan dan diselenggarakan untuk mendorong dan menciptakan tata kelola
dan tata niaga produk ternak dalam negeri agar tumbuh subur, budi daya ternak
menjadi lebih bergairah, inovasi di bidang peternakan akan lebih maju baik
melalui metode intensifikasi maupun ekstensifikasi produk ternak,
ketergantungan pada subtitusi impor semakin rendah, iklim usaha ternak
menjadi lebih kondusif, dan kesejahteraan peternak semakin meningkat. Dari
segi kualitas, produk ternak yang dihasilkan hendaknya memenuhi standar
kesehatan yang maksimal agar terhindar dari wabah penyakit yang dapat
merugikan semua pihak. Kedua hal tersebut merupakan tanggung jawab
pemerintah bersama-sama dengan peternak dan pengusaha di bidang
peternakan untuk saling bekerja sama menjalankan ikhtiar dan prosedur yang
memenuhi standar kesehatan ternak, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan
keamanan maksimal. Demikian pula meningkatkan aspek pengawasan, baik
secara internal pemerintah maupun secara eksternal oleh lembaga DPR,
terhadap pelaksanaan kebijakan impor yang diterapkan oleh negara agar tidak
merugikan Kkepentingan nasional Kkhususnya Kkesehatan lingkungan dan
masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil para Pemohon
berkenaan dengan inkontitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2)
serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap petitum alternatif para Pemohon, yaitu
petitum angka 3, yang memohon kepada Mahkamah agar frasa “dalam hal
tertentu” dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat
(1) UU 41/2014 dimaknai “keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana
undang undang penanggulangan bencana”, menurut Mahkamah, pemaknaan
demikian justru akan mempersempit frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal a
quo. Selain akan menutup kemungkinan terjadinya keadaan mendesak lain,
pemaknaan para Pemohon tersebut, juga akan menutup ruang diskresi
pemerintah apabila terjadi kondisi darurat yang disebabkan hal-hal lain yang
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan demikian justru
menghambat prinsip kehati-hatian sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. Selain itu, jika
pemasukan ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam
suatu negara hanya dapat dilakukan ketika keadaan mendesak akibat bencana
saja sebagaimana kehendak petitum para Pemohon, maka hal tersebut justru
akan berpotensi menyulitkan konsumen untuk mendapatkan produk hewan
ketika stoknya berkurang dan persediaan produk hewan dalam negeri terbatas
yang akan mengakibatkan harga tidak terkendali.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, selain dalil para
Pemohon berkenaan dengan inkontitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan
ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tidak beralasan menurut
hukum, Mahkamah berpendapat petitum para Pemohon pada angka 3 apabila
dikabulkan justru menjadi kontraproduktif, bertentangan dengan prinsip kehati-
hatian, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas,
Mahkamah berpendapat ketentuan norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta
Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 telah ternyata tidak bertentangan
dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk hidup dan sejahtera,
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak melanggar prinsip
demokrasi ekonomi yang dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh
para Pemohon. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.17] Menimbang bahwa hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena
tidak ada relevansinya.

. AMAR PUTUSAN

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

. PENUTUP

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK
dalam Perkara Nomor 105/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan
Pemohon ditolak sepanjang pengujian materiil Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2)
serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 mengandung arti bahwa
ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.
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